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ABSTRAK

Dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dalam tata urutan perundang-undangan tersebut tentu sgja membawa implikasi
atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasional agar tidak
menimbulkan tafsir .hukum yang berbeda-beda. Kedudukan Ketetapan Magjelis
Permusyawaratan Rakyat tidak bisa dipisahkan dengan. kedudukan dan
kewenangan Majelis Permusyawaraian Rakyat dalam sistem ketatanegaraan
Indonesa. Amandemen UUD 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi
terhadap kedudukan serta kewenhangan ,yang melekat kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengetahui implikas
hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan
jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perbandingan (Comparative
Approach) dan Pendekatan sgjarah (Historical Approach). Adapun metode yang
digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Bahan hukum yang
telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi
dengan sistematis secara Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan—bahwa-dalam praktik ketatanegaraan
sebelum perubahan UUD 1945, cakupan |uas materi muatan yang diaturnya tidak
hanya terbatas pada hal-hal ditentukan dalam UUD 1945. Jika diklasifikasikan,
ada Ketetapan MPR yang memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-
undangan, Ketetapan MPR sgjenis penetapan administrasi Negara (beschikking),
Ketetapan MPR berupa perencanaan (GBHN),.dan Ketetapan MPR peraturan
kebijakan (beliedregels) di"bidang administras negara. Setelah amandemen UUD
1945, maka kedudukan hukum“Ketetapan MPR menjadi sumir, di satu SIS
perubahan pasal-pasal UUD 1945 dan adanya ketentuan Pasal 1 Aturan Tambahan
mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-
Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling), karena tidak lagi memiliki
dasar konstitusioanal dalam UUD 1945. Namun dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi hidup
kembali sebagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan pembatasan
sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b, yakni Ketetapan
MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR
Nomor 1/MPR/2003.

Kata Kunci : Kedudukan Tap MPR, Sumber Hukum Indonesia, MPR RI.



ABSTRACT

The re-inclusion of the Decree of the People's Consultative Assembly in
the statutory order absolutely has legal implications or consequences that require
rational explanations so as not to give rise to different legal interpretations. The
position of the Decree of the People's Consultative Assembly cannot be separated
from the position.and autherity of the People's Consultative Assembly in the
Indonesian constitutional system. The amendments to the 1945 Constitution after
the reformation had consequences for the pesition and authority of People's
Consultative Assembly.

The purpose of this study. was-to.determine the position of the Decree of
the People's Consultative.,Assembly before and‘after the Amendment to the 1945
Constitution-of the Republic of Indonesia. Besides, it-was amed to find out the
legal implications of the Decree of the People's Consultative Assembly after the
Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The research method used was normative legal research and the type of
approach used was the Comparative Approach and the Historical Approach. The
method used was through literature study/document study. Legal materias that
have been collected from the literature study were processed by means of
selection and then classified systematically in a qualitative descriptive manner.

The results show that in the State administration practice prior to the
amendment to the 1945 Constitution, the broad.scope of content that was
regulated was not only limited to those specified in the Constitution of 1945. If
classified, there are MPR Decrees that fulfill elements as statutory regulations,
MPR Decrees are similar to,administrative State stipul ations (beschikking), MPR
Decrees in the form of planning (GBHN);-andiMPR Decrees on policy regulations
(beliedregels) in the field of state administration. After the amendment to the 1945
Congtitution, the legal position of the MPR Decrees became scarce. On the one
hand, changes to the articles of the 1945 Constitution and the provision of Article
1 of the Additional Rules resulted in the loss of the MPR's authority to form
regulatory MPR Decrees (regeling), because they.no longer have constitutional
basis in the 1945 Constitution. However, with the enactment of Law Number 12
of 2011 the legal position of the MPR Decree has become reaffirmed as a form of
legislation with the limitations as stated in the explanation of Article 7 paragraph
1 letter b, namely the MPRS/MPR Decree which is still valid as specified in MPR
Decree Number /M PR/2003.

Keywords: Position of MPR Decree, Sour ce of Indonesian Law, MPR RI.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Kedudukan berarti - status, dalam.Kamus Besar Bahasa Indonesia
kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan
kedudukan sosial (social _status).! Keédudukan diartikan sebagai tempat atau
posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial
adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan
kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan
dengan kedudukan (staius) sgja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat
seseorang dalam suatu tempat tertentu. Sehingga Kedudukan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan hal yang
telah di tetapkan sebagai-salah satu sumber hukum di Indonesia berdasarkan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan.? Peraturan perundang-undangan tentu saja berbeda
dengan Undang-undang ataupun pemaknaan akan sistem hukum pada
umumnya. Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum,
peraturan perundangundangan dan undang-undang adalah hal yang sama.
Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari
Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari

undang-undang dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lain, sedangkan

! Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2014, him. 180.
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.



hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa

kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi .
Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah legislation atau

dalam bahasa.Belanda wetgeving atau_gesetzgebung dalam bahasa Jerman,

mempunyai pengertian sebagai berikut; *

1) Perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk
peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2) Perundang-undangan sebagal segala peraturan negara yang merupakan
hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah.

Sedangkan  Satjipto  Rahardjo, memberikan batasan mengenai
perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan cirri-ciri sebagai
berikut :

1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan
kebalikan dari sifatsifat yang khusus dan terbatas.

2) Bersifat universal. la diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiva
yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karenaitu ia
tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu sagja.

3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.
Adaah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang

memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.”

% Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar
Maju, Bandung, 1995, him. 29.
* Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,

Kanisius, Yogyakarta, 2007, him. 10.



Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut melahirkan konsekuensi, bahwa
pengertian dan definis peraturan perundang-undangan dikunci pada aspek
ketentuan yang mengatur (regeling) dengan sifat berlaku umum, tidak
kongkrit dan_ditujukan untuk.publik. Hal tersebut berbeda dengan sifat yang
mel ekat dalam suatu keputusan (becshikking) yang bersifat kongret, individual
dan berlaku sekali waktu, (einmalig).’ Jika ditarik dalam konteks sistem
perundang-undangan Indonesia, maka suatu produk hukum dalam setiap
tingkatan kelembagaan Negara dapat dikatakan sebagal bagian dari peraturan
perundang-undangan, jika memenuhi unsur peraturan (regeling) sebagaimana
yang disebutkan oleh Satjipto Rahardjo tersebut.

Setidaknya ada 2 (dua) aspek yang mendasari struktur dan
karakterisitik  peraturan perundang-undangan dimasing-masing Negara
Pertama, ilmu pengetashuan yang berkembang «di Negara yang
bersangkutan.Kedua, sistem ketatanegaraan yang berlaku di Negara tersebut.
Jika berkaca pada kondisi Indonesia, peraturan perundang-undangan yang kita
miliki, sangat ditentukan oleh sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sebagal
contoh, kedudukan Ketetapan Majelis. Permusyawaratan Rakyat sangat
ditentukan oleh pengaturan Kkedudukan dan kewenangan Majdlis
Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen. Disamping itu,
peraturan perundang-undangan Indonesia juga banyak mengadops sistem
yang berlaku di Negara-negara penganut sistem Eropa Continental. Namun

demikian, sifat adopsi yang dilakukan Negara kita tidak harus menelan

® Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Cet. Ke-VII,
him. 83-84.



mentah-mentah apa yang berlaku dalam sistem Eropa Continental tersebut.®
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu wujud
peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Negara Indonesia.
Bahkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan
dengan Undang-undang,. Peraturan 'pemerintah pengganti undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraiuran Daerah.” Hal ini
ditegaskan dalam pasa 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dikatakan sehagal salah satu sumber
hukum. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Ketetapan  Madis
Permusyawaratan Rakyat tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-
undangan, bukan berarti keberadaan Ketetapan Maelis Permusyawaratan
Rakyat tidak diakui. Akan tetapi norma yang diatur dalam setiap Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat sgak awalnya tahun 1966 sampai tahun
2002 tetap diakui sebagai sebuah produk.hukum yang berlaku sepanjang tidak
ditetapkan dengan Undang-undang formal yang ditetapkan setel ahnya.
Dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, hanya merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang

® Martha Riananda, “Dinamika Kedudukan Tap MPR dalam Hirarki Peraturan
Perundang-undangan”, dari https://journal.fhim.unila.ac.id, jurnal di akses pada 3 januari 2021.
" Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Teras, Jogjakarta, 2011, him. 17.



dibuat berdasarkan Ketetapan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat, masih diakui

dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Materi

muatan dalam Undang-undang Dasar berisi tiga macam:®

a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.

b. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

c. Pembagian dan pembaiasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
Kondisi tersebut yang pada akhirnya menempatkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat berada di bawah UUD 1945, sehingga ketentuan-
ketentuan yang ditentukan dalam Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat
merupakan pelaksanaan UUD 1945 atau yang diperintahkan oleh Undang-
undang Dasar. Oleh karena itu, ditinjau dari materi muatannya, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat/Sementara.dapat dikelompokkan menjadi:®
a. Ketetapan mengena kedudukan, tugas, dan tanggungjawab |embaga-
lembaga negara.

b. Ketetapan yang berisi garis-garis kebijakan umum yang akan dijalankan
oleh negara melalui atau lembaga negara khususnya Prsiden.

c. Ketetapan yang berisi prinsip-prinsip tertentu dan tidak bersifat mengatur.

d. Ketetapan yang materinyalangsung mengikat umum.

8 Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma Pustaka,
Y ogyakarta, 2015, him. 56-57.

° Riri Nazriyah, MPR Rl Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masadepan, Ul
Press, Jakarta, 2007, him. 174.
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Ditinjau dari segi sifat isinya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat /Sementara dapat digolongkan menjadi:*°

1) Ketetapan yang bersifat mengatur.

perundang-undangan, sebagaimana dalam pembagian di atas, dikarekan ada
juga yang bersifat deklaratur dan penetapan, yang mana materi muatannya

bukan merupakan suatu peraturan.**

% Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
him. 36.

1 Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013, him. 83.



Adapun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat
digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang sampal sekarang masih berlaku, yaitu
Ketetapan Majelis Permusyawaratan . Rakyat Nomoer. XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi
terlaran di seluruh wilayahRepublik indenesia dan larangan setiap kegiatan
untuk ‘menyebarkan atau mengembangkan faham atau garan komunisme,
Marxisme, Leninisme, Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Nomor V/MPR/1999
tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur.

Namun yang menjadi persolan ialah ketika dalam rentang waktu 2004
hingga 2011 terjadinya persoalan akibat tidak dimasukkannya K etatapan MPR
kedalam hierarki perundang-undangan Indonesia, disinilah titik permasal ahan
dalam penelitian ini dikarenakan dikhawatirkan tidak adanya payung hukum
(landasan yang mendasar) bagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan
ketetapan lainnya. Dengan demikian para kader atau simpatisan PKI| dengan
mudahnya merasa bahwa aturan yang digunakan untuk melarang segala
bentuk aktivitasnya sudah tidak menjadi acuan lagi.

Berikut transis aturan yang mengatur mengenai Pembentukan
Perundang-undangan di Indonesia. Bahwa Kedudukan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 menempatkan



Ketetapan MPR sebagai sumber hukum pokok (staatsgrundgezetz) dalam tata
urutan perundang-undangan Indonesia yang berisi garis-garis besar atau
pokok-pokok kebijaksanaan Negara, sifat norma hukumnya masih secara garis
besar, Kedudukan Ketetapan Majelis..Permusywaraian Rakyat Nomor
[11/MPR/2000 sebagai aturan yang menentukan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang: pada masavini. mengeluarkan Ketetapan MPR
Nomor I/MPR/2003 untuk meninjau status hukum Ketetapan MPR dan
K etetapan MPRS yang dinyatakan masih berlaku. Dan Kedudukan Ketetapan
MPR berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dikeluarkan dari
hierarki perundang-undangan Indonesia akibat dari tugas dan kewenangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berwenang mengeluarkan
Ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) akan tetapi hanya bersifat
penetapan (beschikking):

Berdasarkan UU. No. 12/2011, Ketetapan Magelis Permusyawaratan
Rakyat dimasukkan kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara
hierarki berada di bawah Undang-undang Dasar 1945. Untuk memberikan
kepastian hukum untuk mengakomodir Ketetapan MPR dan K etetapan MPRS
yang dinyatakan masih berlaku.

Setelah diundangkannya UU. No. 12/2011 tentang Tata Urutan
Perundang-undangan  Indonesia, menandakan bahwa dasar hukum
pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengalami perubahan.
Dimana sebelumnya dasar hukum pembentukan peraturan perundang-

undangan mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan sekarang



beralih pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentu sgja perubahan ini
sebagal suatu bentuk penyesuaian terhadap kondisi berbangsa dan bernegara
yang terus berkembang, sehingga perlu adanya penyesuaian terlebih lagi
terkait dengan-aturan mengenai_pembentukan peraturan. perundang-undangan
yang akan diundangkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi
rakyat.

Selain itu juga, eksistensi Undang-undang ini sangat dibutuhkan guna
mencapal tertib hukum yang baik, karena Undang-undang ini juga mengatur
tentang hirarki perundang-undangan. Dimana akan ditentukan mana peraturan
yang tertinggl sampa pada posisi terendah, dengan konsekuensi, hukum yang
rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena
hanya dengan kaidah aturan yang terus tersusun secara hirarkis, hukum
sebagal suatu sistem dapat terbangun. Dikarekan tidak-akan menimbulkan
pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di lain pihak, demokrasi yang
sedang dibangun di negara ini juga membutuhkan peraturan perundang-
undangan/regulasi. Demokrasi tanpa regulasi akan menjadi demokrasi tak
beraturan, yang cenderung akan merusak.atau anarkis. Demokrasi di samping
menjamin  kebebasan juga mensyaratkan batasan. Pembatasan yang
demokratis dapat dilakukan melalui proses legislasi yang juga demokratis.*

Penetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hirarki
peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat kedua setelah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat

2 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer
dalam Sstem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Cet. Ke-1, him. 23.
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dibenarkan apabila mengacu pada teori Sufentheori yang dikemukakan oleh
Hans Kelsen, dengan alasan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk
mengurutkan tingkatan norma hukum perundang-undangan, dimana norma
yang dibawah tidak bolefibertentangan dengan normayang di atasnya.** Akan
tetapi apabila penyusunan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut
dimaksudkan untuk mengelompokkan morma-norma hukum perundang-
undangan sebaga ~ teori yang dikemukakan “oleh Hans Nawiansky,
pengel ompokan norma-normatersebut yaitu sebagai berikut :

Kelompok | : staats Fundamental Norm ( norma fundamental Negara)

Kelompok Il : Staat grunggezetz ( aturan dasar negara/aturan pokok

negara)

Kelompok 111 : Formell Gesetz (Undang-undang “Formal”)

Kelompok 1V : verordnung and Autonome Satzung ( aturan pelaksana

dan aturan otonom)

Bersumber pada pada pengelompokan  itu Ketetapan Badan
Permusyawaratan Orang tidak pas bila di masukan ke dalam pengel ompokan
norma peraturan perundangan ataupun Formell Gezeltz, sebab bukan tercantum
peraturan perundangan (Gezetz), melainkan selaku ketentuan bawah negeri
(staatsgrundgezetz). Terilhami dari filosofi Nawiansky, Maria Farida
mengemukakan kalau tidak pas bila Ketetapan Badan Permusyawaratan Orang
digolongkan ke dalam peraturan perundang- undangan sebab memiliki tipe

norma yang lebih besar serta berlainan dari norma yang ada dalam Hukum.

B Riri Nazriyah, Op Cit., him. 292-293.
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Perbedaannya yaitu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
norma konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara tertinggi dan tinggi
dalam negara, serta tata cara pembentukannya, tata hubungan sesamanya, dan
lingkup tugas masing-masing;,. serta mengatur secara dasar. tata hubungan antara
warga negara dengan negara secara timbal balik. Sedangkann pengaturan
dalam Hukum bisa menata-masyarakat negeri serta masyarakat dengan cara
langsung, serta pula bisa menempelkan ganjaran kejahatan serta ganjaran
pemaksa kepada pelanggaran norma-normanya.**

Menyamakan filosofi tahapan norma (stufentheory) dari Hans Kelsen
serta filosofi tahapan hokum (die Theory vom Stufentordnung der
rechtnormen) dari Hans Nawiansky bisa dlihat terdapatnya bayangan dari
kedua sistem norma hukum negeri Indonesia. Dalam sistem norma hukum
Indonesiam ‘norma-. norma_hukum diberlakukan terletak dalam satu sistem
berlapis-lapis serta berjenjang- jenjang sekalian, bergerombolan, dimana
sesuatu norma itu berkaku, berasal, serta bersumber pada norma yang lebih
besar, serta norma yang lebih besar legal berasal serta bersumber pada pada
norma norma yang lebrth besar lagi, begitu berikutnya hingga pada sesuatu
norma bawah negeri (staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia, ialah
Pancasila. Determinasi ini, menaruh kalau hirarki peraturan perundang-
undangan bersumber pada Hukum No 12 Tahun 2011, tidak hanya berangkap
serta bersusun pula dikelompokkan bersumber pada tingkatannya, alhasil pas

bila Ketetapan Badan Permusyawaratan Orang ditempatkan selaku salah satu

¥ Maria Farida, Op. Cit., him. 76-77.
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tipe peraturan perundang- undangan dalam UU. No. 12/2011 sebab Ketetapan
Badan Permusyawaratan Orang perannyaialah selaku ketentuan bawah.™
Pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat Hamid S. Attamimi,
yang mengatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak
tepat dikategorikan sebagal peraturan perundang-undangan , sehingga harus
dilepaskan dalam pengertian peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang
dapat dikategorikan sebagal peraturan perundang-undangan (Formell Gezetz)
adalah undang-undang kebawah Dimasukkannya kembali Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan
berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,
hanya merupakan bentuk penegasan sga bahwa produk hukum yang dibuat
berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih diakui dan
berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan-Indonesia. Namun
demikian, dimasukkannya kembali Ketetapan Maelis Permusyawaratan
Rakyat dalam tata urutan perundang-undangan tersebut tentu saja membawa
implikas atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasiona agar tidak
menimbulkan tafsir hukum yang berbeda-beda. Kedudukan Ketetapan Mgelis
Permusyawaratan Rakyat tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan
kewenangan Maelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Amandemen UUD 1945 pasca reformas membawa konsekuensi
terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

5 Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media
(Anggota IKAPI), Y ogyakarta, 2010, him. 84.
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Salah satu pergantian berarti dalam UUD 1945 yang pengaruhi peran
serta wewenang Badan Permusyawaratan Orang merupakan pergantian pada
bagian wujud serta independensi Negeri, spesianya pada Artikel 1 bagian( 2)
UUD 1945. Saat sebelum..amandemen..dituturkan bahawa“ independens
terletak ditangan orang serta dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan
Orang”, sebaliknya sehabis,amandemen dirubah jadi* independensi terletak
ditangan orang serta dilaksanakan bagi Hukum Bawah”. Pergantian yang
penting pula nampak pada Artikel 3 UUD 1945, bila saat sebelum amandemen
Badan Permusyawaratan Orang diserahkan wewenang buat memutuskan
GBHN( Garis Besar dari Arah Negeri) hingga sesudah amandemen wewenang
itu tidak legal lagi.” Tetapi bagi Mahfud MD, pemosisian Ketetapan Badan
Permusyawaratan Orang selaku peraturan perundangan. Menetapkan itu
sebenarnya ‘hanya dapai-, diartikan penetapan (beschikking) yang bersifat
konkret individual.*’

Kedudukan hukum Ketetapan MPRS/MPR._menimbulkan persoalan
seiring dengan perubahan UUD 1945 sebagai. konstitusi Negara. Adapun
persoalan yang dimaksud yakni, bagaimana menempatkan kedudukan hukum
Ketetapan MPRS atau MPR dalam sistem hukum Indonesia, spesialnya
berhubungan dengan jenjang serta aturan antrean peraturan perundang-
undangan Negeri Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu bersumber pada

kessimpulan Artikel 1 Ketentuan Bonus UUD 1945, MPR memiliki kewajiban

1 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali
Press, Jakarta, 2010, him. 32.

7 Jimly Asshiddigie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Konstitusi
Pers, Jakarta, 2006, Cet. Ke-l11, him. 87.
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buat melaksanakan pemantauan kepada modul serta status hukum Ketetapan
MPRS atau MPR. Setelah itu perbuatan lanjut dari Artikel 1 Ketentuan Bonus
UUD 1945, hingga MPR menghasilkan Ketetapan MPR No 1 atau MPR atau
2003 mengenair Pemantauan. kepada modul serta Status Hukum Ketetapan
MPR. Begitu juga dikenal pergantian UUD 1945 bawa keterkaitan kepada
pergantian kewenangan ataupun ‘wewenang kelembagaan negeri, tercantum
pergantian bentuk serta keadaan yang lain terpaut dengan parlemen. Salah
satunya merupakan pergantian bentuk serta wewenang MPR yang bawa
dampak pada peran hukum Ketetapan- ketetapan yang dilahirkannya. Dalam
asal usul serta garah ketatanegaraan Republik “Indonesia, kedatangan
Ketetapan MPRS atau MPR sebetulnya telah terdapat saat sebelum pergantian
UUD 1945 dicoba. Oleh sebab itu selaku materi refleksi mengenai peran
K etetapan MPRS atau MPR dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, hendak
ditengahkan pula dalam penjelasan ha peran Ketetapan MPRS atau MPR saat
sebelum pergantian UUD 1945 dengan arti buat memperkaya uraian serta
mel aksanakan analogi kepada peran Ketetapan MPRS atau MPR saat sebelum
serta setelah pergantian ' UUD. 1945. Ada: yang berpandangan bahwa tidak
digunakannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai dasar
hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya
karena berkaitan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 yang membatass Ketetapan Magelis

Permusyawaratan Rakyat yang berlaku adalah Ketetapan Maédis



15

Permusyawaratan Rakyat sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasa 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, membuat
ragu para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menjadikan
ketetapan M PR:sebagai dasar.hukum. Di._samping itu, Ketetapan MPR tidak
dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang- undangan. Istilah K etetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menimbulkan konotasi materi muatan
Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat bersifai beschikking, bukan
regeling. Untuk menghilangkan konotas tersebut, Widayati mengusulkan
penggunaan istilah Peraturan Negara untuk mengganti istilah  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.'®

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan
penelitian secara mendalam dan membahas Kedudukan Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat-Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta implikasi hukum yang
ditimbulkan "dengan judul penelitian “KEDUDUKAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBELUM DAN
SETELAH AMANDEMEN. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

8 Widayati, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, UMS Press, Surakarta, 2015, him. 85.
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B. Rumusan M asalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah

1. Bagaimana Kedudukan Ketetapan Magelis Permusyawaratan Rakyat

dang Dasar Negara
‘ 0
kasi  hokui) K et

C. Tujuan
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Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini secarateoritis dan praktisyaitu :

a. Secarateoritis

9| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta,
2016, him. 133.
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1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang

v
o

memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Kedudukan
Ketetapan Magjelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan
Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

% Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi 1lmu Hukum, CV.
Mandar Maju, Bandung, 2013, him.10.
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3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan

D. Kerangka

perbuatannya diatur oleh norma-norma itu harus berbuat sesuai dengan
yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut. Berdasarkan isinya memiliki
kualitas yang terbukti secara langsung yang menjamin validitasnya, atau
dengan istilah lain, norma-norma itu valid disebabkan oleh seruannya

yang inheren. Namun demikian norma statis tidak berurusan dengan

persoal an tentang norma spesifik yang mendasari sistem moralitas. Y ang
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penting hanyalah berbagai norma dari sistem moralitas dicakup oleh
norma dasar sebagaimana norma khusus dicakup secara tidak langsung
oleh norma umum, dan oleh sebab itu, bahwa semua norma khusus dari
sistem seperti itu dapat-diperoleh melalui tatanan kerja intelektual, yakni
melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sistem yang
demikian adalah sistemn berdfat stattis, Sistem norma dinamis (norma
dynamics), norma-norma dari sisitem yang dinamis harus dilahirkan
melalui tindakan-tindakan kehendak dari para individu yang telah diberi
wewenang untuk membentuk norma-norma yang lebih tinggi, norma ini
tidak dapat diperoleh dari tatanan kerja intelektual, tetapi diperoleh dari
pendelegasian kekuasaan.”*

Pembedaan ini dimaksud untuk menegaskan bahwa dalam konsep
negara ‘hukum itu,~Kkeadilan tidak sertamertaakan  terwujud secara
substanstif, terutama karena pengertian orang mengena hukum itu
sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat
pula dipengaruhi oleh aliran piiran hukum.materiil.*> Dimana, kata
perundang-undangan mengandung 2 (dua) arti yakni :

1) Proses pembentukan perundang-undangan negara dan jenis yang
tertinggi yaitu Undang-undang (wet, gesetz , statute) sampai yang

terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan

! Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2016,
Cet. Ke-11, him. 161-163
2 Brata Kusuma & Solihin, Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, Gramedia utama, Jakarta, 2002, him. 17.
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perundang-undangan (wetgevende macht, gesetzgebunde gewalt,

legislatif power).

2) Keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut.

angmerupakan

D,

o e

pusat maupun

i L\ Y

menjelaskan dan menjernihkan pemahaman, khususnya pemahaman
yang bersifat dasar di bidang perundangan.
2) llmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada

melakukan perbuatan pengaturan,terdiri dari tiga macam yakni proses

% Brata Kusuma & Solihin,Op.cit, him. 120.
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perundang-undangan, metode perundang-undangan dan teknik
perundang-undangan.®*

Sedangkan Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P Tak
tentang wet In. materiele.zin mel ukiskan pengertian. perundang-undangan
daam arti material yang esensinya sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang:undangan ,yang berbentuk tertulis.Karena
merupakan Keputusan tertulis, maka peraturan perundangundangan
sebagal kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis
(geschrevenrecht, written law).

2) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh peabat atau
lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai yang berwenang
membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen).

Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum,
tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.Mengikat
umumhanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan yang
tidak berlaku terhadap peristiwa kongkret atau individu tertentu.

2. Teori Konstitusi

Kongtitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama
berkembang. Mis utama pemikiran ini menghendaki pembatasan
kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas

seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui

2 A.Hamid.S Attamimi “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang
berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita 1V, Jakarta: Disertasi Dokter Ul, 1990,
him. 301.
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hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi.”> Hampir dapat dipastikan
bahwa negera-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan
bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara
yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep
pemerintahanya menggunakan konstitusi atau UUD sebaga norma
tertinggi di samping. nerma’ hukum, yang lain. Sekalipun pengertian
konstitusi dapat” dimaknal secara sempit dan luas, dimana pengertian
secara sempit dari konstitusi adalah UUD.

Bahwa dalam perkembangannya istilah konstitus dalam arti
sempit tidak menggambarkan seluruh komponen peraturan, baik yang
tertulis -maupun yang tidak tertulis (legal dan non legal) maupun yang
dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika
Serikat.?® Konstitusi ssecara harfiah berartis pembentukan. Kata konstitusi
sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu constituir yang bermakna
membentuk. Dalam bahasa latin, istilah konstitusi merupakan gabungan
dua kata yaitu cume dan statuere. Bentuk. tunggalnya contitutio yang
berarti menetapkan ‘sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya
constitusiones yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Ada
beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah pengertian
yang diberikan menurut James Bryce yaitu congtitution is a collection of
principles according to which the powers of the government, the rights of

the governed, and the relations between the two are adjusted. Suatu

% Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Y ogyakarta: Ull Press, 2015, him.17
% Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, | bid.
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konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan
yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi
tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan.
Dengan demikian secara.sederhana yang menjadi objek dalam konstitusi
adalah pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini ditujukan untuk
memberikan jaminan_terhadap-hak-hak, warga negara dan menjabarkan
bagaimana kedaul atan itu dijalankan. Mengenai peranan konstitusi dalam
negara, C.F Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan
negara serta badan politik sebagal organ dari tubuh. Organ tubuh akan
bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan
sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesual
dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan
pengertian dan peranan konstitus dalam negara tersebut maka yang
dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep mengenai
supremasi konstitusi.” Linier dengan pengertian kontitusi di atas, secara
terminologis konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tertentu
ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan lain sebagainya); undang-
undang dasar suatu negara® Istilah konstitusi berasal dari bahasa
Perancis “constituer” yang berarti membentuk. Pemakaian istilah

konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau

%" Rusma Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and
Balance System, Pusat Kgjian Hukum Administrasi Negara. 2016. him.3
% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc.Cit
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menyusun dan menyatakan suatu negara.®® Konstitusi dengan istilah lain
Constitution atau Verfasung dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau
Grundgesetz. Karena suatu kekhilafan pandangan orang mengenai
konstitusi pada negara-negara moderen, maka pengertian konstitusi itu
kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini
disebabkan oleh pengaruh’ faham kedifikasi yang menghendaki agar
semua peraturan hukum ditulis, demimencapal  kesatuan hukum,
kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh
faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu
harus ditulis, dan konstitus yang ditulis itu adalah” Undang-Undang
Dasar.>® Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai
bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa
Indonesia disebut kenstitusi. Pengertian, konstitusi, dalam praktik dapat
berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada
juga yang menyamakan pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para
sarjan ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas,
yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana
sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.** Dalam

bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu

# Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, sebagaimana
dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta:
Rajawali Pers, 2008, him.7
% Moh. Kusnardi dan Haramily Ibrahim, Loc.Cit

31 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta:
Rajawali Pers, 2008, him.7
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cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama

dengan...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata

kerja yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti

. Riview atas konstitusi (constitutional review);

5. Independensi kekuasaan kehakiman (independent judiciary);

6. Pemerintah yang dibatasi oleh hak-hak individu (limited
government subject to a bill of individual rights);

7. Pengawasan atas kepolisian (controlling the police);

% Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya,
sebagai mana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, Loc.Cit
% Rusma Dwiyana, Op.Cit. him.3
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8. Kontrol sipil atas militer (civilian control of the military); and

9. Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (no state power, or
very limited and strictly circumscribed state power, to suspend the
operation of some parts of, or.the entire, constitution)

Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan
menjadi dua yang berkaitan tlengan;fungsi konstitusi sebagai berikut: >

1. Membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang kekuasaan
negara (terutama kekuasaan legidatif, eksekutif, dan yudikatif)
sehingga terwujud sistem checks and balances dalam
penyelenggaraan negara.

2. Membatas kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara
Pembatasan kekuasaan itu mencakup dua hal: isi kekuasaan
dan wakiu pelaksanaan kekuascan. Pembatasan isi kekuasaan
mengandung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta
wewenang lembaga-lembaga negara.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan
tertulis yang mengatur .tentang “mekanisme penyelenggaraan negara,
sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi
kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.58 Menurut K.C.
Wheare mengklasifikas konstitusi sebagai berikut:59

1. Konstitus tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis

(written constitution and unwritten constitution);

% Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, Op.Cit, him.8
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2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid
constitution)

3. Konsgtitusi dergjat tinggi dan konstitusi dergjat tidak dergjat tinggi

.-
Q
2
2
o

. “‘..

ary Executive

tAang

1945 termasuk

lis dalam arti

YAGNA
]
3

Grundgesetz. Karena suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai
konstitusi pada negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian
disamakan dengan Undang-undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh

pengaruh faham kodifikass yang menghendaki agar semua peraturan

* Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, Teori dan Hukum........, Op.Cit
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hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum,
dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga
setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi
yang di tulis itu adalah. Undang-Undang Dasar.*. Jika faham Herman
Heller dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui arti konstitusi maka akan
terlihatlah bahwa benar-benar konsgtitusi . it mempunyal arti yang lebih
luas dari pada Undang-Undang Dasar. Herman Heller membagi konstitusi
itu dalam tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:*’

1. Konstitus mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat
sebagai  suatu  kenyataan  (die  politische  verfassung
alsgesellschaftliche  wirklichkeit) dan ia belum merupakan
konstitusi dalam arti hukum (ein rechtsverfassung) atau dengan
perkataan |ain.konstitusi itu mash merupkan pengertian sosiologis
atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.

2. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi
yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebaga suatu
kesatuan kaidah. hukum,.. maka konstitusi itu disebut
rechtsverfassung (die verlbstandigte rechtsverfassung). Tugas
mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum

disebut “abstraksi”.

% Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, him. 64

3" Herman Heller, “Staatlehre Herausgegeben Von Gerhart Niemeyer, Jakarta, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 1988, him. 65
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3. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai
undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu
negara.

Jadi jika pengertian Undang-Undang Dasar itu harus dihubungkan
dengan pengertian konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar itu baru
merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang ditulis
(die geschrieben verfassung). Kesalahan dari faham modern terletak pada
penyamaan arti dari konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan
konstitusi itu sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis semata-mata Tapi
juga sosiologis dan politik. Suatu Hukum Konstitusi (Rechtverfassung)
memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat mengenai
bentuknya dan syarat mengenal isinya.Bentuknya sebaga naskah tertulis
yang merupakan Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu
negara. lsinya merupakan peraturan yang bersifat fundamentil artinya,
bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam Konstitusi,
melainkan hal-ha yang bersifat pokok, dasar atau azas-azas saja. Menurut
faham kodifikass semua.masalah.yang penting harus dimuat dalam
Undang-Undang Dasar. Akan tetapi kemudian terasa, bahwa tidak semua
hal yang penting itu merupakan ha yang pokok, sehingga tidak mungkin
seluruhnya yang penting itu harus ditulis dalam Undang-Undang Dasar.

Selain hal yang penting itu tidak selalu sama dengan yang pokok
(fundamentil), juga pembawaan hukum itu sendiri berubah-ubah sesuai

dengan perkembangan zaman, sehingga isi dari Undang-Undang Dasar itu
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hanya meliputi hal-hal yang bersifat dasar sga. Pengkhususan atau
pel aksanaannya dapat diatur dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah,
yang lebih mudah diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Alasan
keberatan..untuk memuat. seluruh masalah yang penting dalam Undang-
Undang Dasar juga disebabkan karena sering terjadinya perubahan yang
diglami oleh Undang-Undang Dasar ,dan membawa kewibawaannya
meresot dan justru untuk mencegah hal tersebut maka Undang-Undang
Dasar hanya akan mernuat hal-hal yang bersifat dasar saja.64 Penyamaan
pengertian Konstituss dan Undang-Undang Dasar telah dimula sejak
Oliver Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649 -1660) yang
menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai. “Instrument of
Government”, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai
pegangan untuk memerintah dan di_sinilah timbul identifikas dan
pengertian Konstituss dan Undang-Undang Dasar. Dalam tahun 1787
pengertian Konstitusi Cromwell itu kemudian dioper oleh Amerika Serikat
yang selanjutnya oleh Lafayette dimasukkan ke Perancis pada tahun 1789.

Penganut faham modern yang menyamakan Konstitus dengan
Undang-Undang Dasar adalah Lasalle. Dalam karangannya “Uber
Vertassungswesen” ia  mengemukakan bahwa  Konstitusi  yang
sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat
di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata
di daam masyarakat (rieele machtsfactoren) misalnya Kepala Negara,

Angkatan Perang, Partai-partai Poitik, pressure group, buruh, tani,
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pegawai, dan sebagainya. Dari pendapatnya itu kemudian Lasdle
menghendaki agar seluruhnya yang penting itu ditulis dalam Konstitusi (in
einer Urkunde auf einern Blatt Papier alle Instltutionen und Regierings
prinzipien«des landes)..Demikian_pula halnya dengan Struycken yang
menganut faham modern karena menurut pendapainya Konstitusi adalah
Undang-Undang Dasar;, hanya berbeda dengan yang lainnya Struycken
berpendapat, bahwa Konstituss memuat garis-garis besar dan azas tentang
organisasl dari pada negara. Dengan demikian, Konstitusi tidak usah
mencerminkan seluruh masalah yang penting secara lengkap sebab
Konstitus semacam ini akan rnengalami Kkesulitan dalam mengikuiti
perkembangan masyarakat. Karena itu adalah tugas pembuat Undang-
Undang untuk mengkhususkan Konstitusi sesuai dengan perkembangan
masyarakat, sedangkan Konstitusi itu tetap tidak berubah.*®
. Teori Hukum Administrasi Negara

Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Administrare, yang
artinya adal ah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis
dan sistematis dengan maksud. mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan
itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain.
Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan
administrasi. Menurut Liang Gie bahwa Administrasi adalah suatu
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam

bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan

% Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Loc.Cit, him.67
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demikian llmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang
mempelgjari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.*

Hukum administras meliputi peraturan-peraturan yang berkenan

dengan inistrasi gan pemerintahan.
a i i [ ukum tata
p @N -pemefintah d fl"‘@ kekuasaan
ak ' 9?1 ﬂ dan fungsi
p i u dan fungs
p g
“‘ko enp_ m Adminstrasi
Negarauntuk e desnya sebege b
)
tin erintah dalam
KANBA .
- g bersifat umum,
fg A d dapat berbentuk
, peraturan menteri, dan
sebagal i i regeling tersebut dapat

mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legidlatif,
ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang
dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling
ini  dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban

pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang

* Aminuddin IImar, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2014, him. 35.
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bersifat  umum. Yang dimaksud dengan umum adalah
pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya

untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan

gi seseorang atau

glapan merupakan

yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka.
Sementara itu ermessen berarti mempertimbangkan, menilai,
menduga dan memperkirakan. Sehingga dappat dikatakan

bahwa Freles Ermessen berarti orang yang memiliki

* Juniar Wibisana, Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN, Artikel diakses pada 19
Februari 2021 dari juniarwibisana.blogspot.com

“ Adi Condro Bawono, Perbedaan Keputusan dengan Penetapan, Artikel diakses pada
19 Februari 2021 dari hukumonline.com.
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kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan
sesuatu. Itilah ini kemudian secara khas digunakan dalam
bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang
memberikan..ruang bergerak bagi pgabat atau badan-badan
administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus
terikat sepernuhnya dengan Wndang-undang.*?

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang
memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang
sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi
Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai
hubungan yang diadakan memungkinkan para pegabat administras Negara
melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum
administrasi negara ~memiliki dua aspek,\yaitu pertama; aturan- aturan
hukum yang mengatur dengan cara bagaimana aat-alat perlengkapan
Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang
mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara
atau pemerintah dengan para warga negaranya.

E. Konsep Operasional
Suatu konsep operasional merupakan konsep yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep

operasiona pada hakikatnya merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang

“2 Bahsan Mustafa, Hukum Administrasi Negara, Artikel diakses pada 19 Februari 2021
dari kampushukum.com
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lebih kongkrit yang dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran
yang keliru dan memberikan arahan dan batasan-batasan pada penelitian ini.

1. Kedudukan pada peneltian ini berarti status yang akan diteliti
mengenal Ketetapan M gjelis Permusyawaratan.sebelum dan setelah
diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaraian ~Rakyat, atau disingkat
Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Mgelis
Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat
penetapan  (beschikking). Pada masa sebelum Perubahan
(Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan
Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan
di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan
MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali
menjadi Peraturan. Perundangan yang secara hierarki berada di
bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa
kembali berlakunya TAP MPR pun tidak serta-merta
mengembalikan posis MPR seperti  kondisi  sebelumnya,
dikarenakan pada era reformasi pembuatan TAP MPR baru tidak

akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan
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Undang-Undang (legidatif) pada era reformasi diserahkan

sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.

3. Sebelum disini memiliki makna bahwa penulis akan meneliti

AN

ik, maka perlu

pat. Metedologi
penelitian dan

capai tujuan yang

Jenis pendlitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu
penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem
norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.** Penelitian

4 Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia

Group, Depok, 2018, him. 3.

“ Hajar M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Figh, Suska Press,

Pekanbaru, 2015, him. 66.
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hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian
ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis
atau bahan-bahan hukum yang lain. Jenis Pendekatan yang digunakan
daam penélitian normatif ini__adalah Pendekatan Perbandingan
(Compar ative Approach), dan Pendekatan sgjarah (Historical Approach)
dengan membandingkan: /dan: melihat, .sejarah mengenal Kedudukan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimula Ketetapan MPRS
Tahun 1966 sampai dengan Kedudukan Ketetapan MPR berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.*> Penelitian perpustakaan atau.dokumen, karena
penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang
ada di perpustakaan:~-Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai
literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.
2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang
utama dalam penditian hukum nermatif adalah data kepustakaan. Di
dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan
hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau

diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.*® Dalam

“ Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Op. cit. him. 140
“6 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Cet.1, him. 15-16.
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penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data
sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah pendlitian.*’

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca

otoritas). Be N dengan pokok permasalahan,

antaralain:*®
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.

XX/IMPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai

4" Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014, him.
51.

“8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 30.
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Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Ketetapan MPR No. 11I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan

skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan
dengan, permasal ahan Kedudukan K etetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. Kegunaanya

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him. 29-33.
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untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah
mana penulis akan melangkah.>
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum- sekunder.= Dalam penélitian ini, bahan hukum
tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus
hukum serta ensikl opedia.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal
pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu
dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informas tertulis
(Library Research)-mengena hukum yang berasal dari berbagai sumber
dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian
normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan . tersier.>* Studi dokumenter merupakan studi yang
mengkaji tentang berbaga dokumen-dokumen, baik yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang
sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-
undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik
permasal ahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori

untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii , Ibid.,
*! | Made Pasek Diantha, Op.cit, him. 149-151.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

41

4. AnalisisBahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan

atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam

hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif
kualitatif yaitu analis's yang menggambarkan keadaan sebenarnya

mengenai fakta-fakta tertentu.

52| Made Pasek Diantha, 1bid., him. 152-153.
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TINJAUAN UMUM TENTANG KETETAPAN MPR, KEBERLAKUAN

TAP MPR DAN WEWENANG MPR

A. Tinjauan Umum Tentang Ketetapan dan Keputusan

Pengertian antara ketetapan dan keputusan seringkali dipertukarkan
antara satu samalain sehingga terkadang timbul multi penafsiran. Menurut
immly Asshidigie istilah keputusan dan ketetapan adalah sama. Penetapan
menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschiking). Hasil kegiatan
penetapan dan pengambilan keputusan administratif disebut sebagai
keputusan atau ketetapan merujuk kepada hasil keputusan-keputusan di
bidang yudisial. Secara konsepsional, antara ketetapan dan keputusan tidak
ada perbedaannya.>-Ketetapan atau keputusan yang berarti beshickking
sebenarnya sangat terkait dengan tindakan hukum penguasa/pemerintah
yang mempunyal sSifat bersegl satu. Ketetgpan mengandung unsur
individual dan konkret (beshicking). Lawan dari sebuah produk hukum
yang konkret adalah mengatur .(regeling). Bentuk keputusan atau
ketetapan menjadi pembeda darl bentuk aturan yang bersifat mengatur
seperti  undang-undang (regeling). Disini secara essensiad maupun
substantif ketetapan tidak sgenis dengan undang-undang atau produk
hukum lain yang memiliki muatan mengatur (regeling) dan umum

(abstract). Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan beberapa sarjana,

* SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administras Negara,
Y ogyakarta: Liberty, 2004, him 74.
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S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD.,menyimpulkan beberapa unsur dari
ketetapan, antaralain™:

1. Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau

3
QD
>
(@)
3
3
=
o
=

NAY
o
3

mibaga pemegang

A

R

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan

oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2002.

> Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, Jurnal
Kosntitusi, Voulume 10, Nomor 1, 2003, him. 173.

*® Widayati, “ Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan
Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume Il No.1,
2016, him. 127.
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1) Pasal | Aturan Tambahan: “Majelis Pemusyawaratan
Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap

materi dan  status hukum  Ketetapan  Mag€lis

<"

a Negara yang
mel aksanakan

diadakan yang

N
4
?
8
g
—
3

5) Ketetapan Magelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesa Nomor 1II/MPR/2002 tentang Penetapan
Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
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Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang ada dapat ditemukan
beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya sebagai berikut:

1. Ketetapan Mgelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan

yang bersifat rekomendasi.

6. Ketetapan Magelis Pemusyaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Mgjelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
yang bersifat perundang-undangan.

Untuk mengetahui apakah suatu norma hukum yang terdapat dalam

aturan/keputusan merupakan Regeling atau Beschikking, yang menjadi
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tolok ukurannya adalah, apabila materi muatan dalam wujud
aturan/keputusan itu sasarannya adalah berlaku dan mengikat keluar
kepada warga masyarakat secara umum, tidak ditujukan kepada objek,
peristiwa atau gejala konkret tertentu (umum-abstrak), maka K eputusan itu
adalah Regeling, sebaliknya apabila suatu Keputusan itu dengan ciri atau
bersifat individual-konkret; artinya: mengatur obyek, peristiwa atau gejala
konkret tertentu, maka Keputusan itu adalah Beschikking, misal untuk
mengetahui  suatu Keputusan Administratif yang bersifat  Peraturan
Perundang-undangan (Regeling) harus memuat unsur-unsur sebagaimana
yang dikemukakan oleh P.JP.Tak *°, yang dikutup dari Bagir Manan,
yaitu:

1. Peraturan Perundang-Undangan berbentuk keputusan tertulis.
Karena merupakan keputusan tertulis;” maka peraturan
perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut
hukum tertulis (geschrevenrecht, written law);

2. Peraturan PerUndang-Undangan dibentuk oleh pejabat atau
lingkungan jabatan (badan,organ) yang mempunyai wewenang
membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum; dan

3. Peraturan PerUndang-Undangan bersifat mengikat umum, tidak

selalu dimaksudkan selalu mengikat semua orang.

% P J.P Tak, Rechtsfoorming in Nederland, Samson H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den
Rijn Karel Boungenaar, Sari Kuliah Hukum Tata Negara oleh Prof.Dr. Philipus M. Hadjon pada
FH Unair tahun 1998.
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B. Keberlakuan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan
Daam sgarah perundang-undangan Indonesia sgjak tahun 1960-

an, keberadaan Tap MPR menunjukkan perkembangan dan perubahan

rutan Peraturan

. Tentang Peraturan Tata Tertib Magelis Permusyawaratan
Rakyat.

7. Tentang Presiden dan Wakil Presiden.

8. Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

9. Tentang Hal-hal Lain.

> Sri Soemantri, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara,
Bandung : Remadja Karya CV, 1985, him. 30.



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

48

Sementara itu, menurut Bagir Manan materi muatannya Tap MPR

dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu®:

a Tap MPR yang memenuhi unsur-unsur sebagai peraturan

kewenangan MPR. Perubahan kewenangan MPR membawa implikasi
terhadap peninjauan status materi TAP MPR/S yang telah berlaku selama
34 tahun. Peninjauan tersebut dilakukan melalui Ketetapan MPR Nomor
[/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali TAP MPR/S. Sgjak Tahun 1960

Sampai Dengan Tahun 2002 (TAP MPR No. I/MPR/2003) yang

% Bagir Manan dan K untana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,
Bandung : Alumni,Bandung, 1997, him. 100.
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ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2003. Berdasarkan TAP

MPR tersebut, TAP MPR/S Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

n ditetapkannya

hasil pemilihan

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut ternyata masih terdapat
beberapa Ketetapan MPRS dan MPR yangmasih harus berlaku, baik
berlaku dengan ketentuan maupun berlaku sampa dengan dibentuknya
UU yang mengatur materi muatannya. Hal ini berarti masih terdapat
beberapa K etetapan MPRS dan MPR yang secara substansial masih harus

diberlakukan dan pemberlakuannya pun harus mempunyai dasar hukum.
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Sampa dewasa ini terdapat 13 TAP MPR yang masih berlaku dan

dijadikan dasar dari Undang-Undang Tahun 2012 tahun 2011 menetapkan

kedudukan TAP MPR menjadi salah satu jenis hierarki peraturan

Menyebarkan

Komunisme/

olitik Ekonomi

‘\\“ﬂ\\\\

~ R )
“ﬂ

terakhir telah terbentuk UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda K ehormatan)
5. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas KKN.

% Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Pembinaan Hukum Nasiona, Bandung : Armico, 1987, him. 31-34.
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6. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan

Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan

ika Kehidupan

) Vis Indonesia

Agraria dan Pengelolahan Sumber Daya Alam.
C. Wewenang MPR Dalam Menjalankan TAP MPR

Beranjak dari posis UUD 1945 yang menggunakan ungkapan

“suasana kebatinan”, yakni pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana

kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Suasana kebatinan
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itulah yang kiranya juga memberikan jiwa dan semangat untuk mencari

dan menempatkan segala sesuatu pada proporsi yang semestinya.*’

Pasal 3 UUD 1945 mengatur wewenang MPR :

lam Pasal 4,5
tang Maélis

an Perwakilan

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan
umum;

c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah

Mahkamah Konstituss memutuskan bahwa Presiden dan/atau

% Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Loc. Cit, 169.
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Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya, sampai berakhir  masa  jabatannya.
MPR bertugas:

Pasal 5

a. memasyarakatkan ketetapan MPR;



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

54

b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara K esatuan

Republik
'
X :
“ 3 ‘ g Dasar
~ d serta
A &
=4 o
; : an dengan
= g
“ 'd
' ‘[ Jonesia Tahun
fel =
AN o
Pl
', as sebagaimana

<Y

N
<
o}
(o]
%
5
L}Q\_
3

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Daam menyusun program dan kegiatan MPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi

kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya

khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk

dibahas bersama.
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3) Anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4) MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran..MPR daam.peraturan MPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran.dalam Pasd 4,5 dan 6 UU MD3 dan Pasa 3
UUD 1945 MPR sudah tidak lagi memiliki- wewenang menetapkan
GBHN. Kewenangan MPR yang dihapus setdlah UUD 1945
diamendemen adalah penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (
GBHN) sebagal penjabaran dari UUD 1945. Menurut Ketentuan Pasal 3
juncto Pasal 37 UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang (i) menetapkan undang-undang
dasar, (ii) mengubah_undang-undang .dasar, (iii) “memilih Presiden
dan/atau Wakil Presiden, dan (iv) menetapkan garis-garis besar daripada
haluan negara Mengapa MPR diberi kewenangan menetapkan garis-garis
besar haluan (daripada) negara? Selain untuk. memberikan pedoman kerja
bagi Presiden dalam melaksanakan. tugasnya, garis-garis besar haluan
(daripada) negara itu diperluan karena pedoman atau haluan- haluan
kebijakan bernegara itu diperlukan karena pedoman atau haluan-haluan
kebijakan bernegara yang ditentukan oleh UUD 1945 sangat atau bahkan
terlalu ringkas dan sederhana. Oleh karenaitu, di samping haluan- haluan

yang telah ditentukan dalam UUD 1945, masih diperlukan haluan- haluan
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negara yang lebih jelas di luar UUD 1945.°" Implikasi dari perubahan
kewenangan membawa dimensi baru bagi sistem kerja MPR yaitu tidak
lagi membuat produk hukum TAP MPR sebagai salah satu peraturan
perundang-undangan yang cukup_signifikan seperti era sebelumnya.
Perubahan ini diwujudkan sebagai salah satu tuntutan reformasi agar
supremasi MPR dihapuskan.

Hilangnya supremasi MPR berarti berhentinya MPR merumuskan
GBHN dalam bentuk sebuah ketetapan yang secara nomenklatur disebut
TAP MPR. Sementara MPR dahulu -mempunyai kewenangan
menjalankan GBHN yang diasumsikan artikulator dari UUD 1945 maka
MPR sebelum amandemen UUD 1945 menetapkan TAP MPR sebagai
wujud fungsi menjalankan GBHN. TAP MPR sendiri secara nomenklatur
tidak diatur dalam WUD 1945. Eksistensis, TAP MPR 'mulai mengalami
penerimaan dalam hukum tata negara semenjak MPR rutin mengel uarkan
TAP MPR sehingga keberadaan produk hukum TAP MPR diterima
sebagal sebuah kebiasaan hukum. Dari perspektif filosofis hakekat TAP
MPR bisa dianalisa menggunakan pendekatan teori piramida hukum yang
digagas oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hans Kelsen adalah salah
satu pemikir hukum besar yang dikenal sebagai penganut mazhab
positivisme hukum. Dari beberapa pemikiran Hans Kelsen yang terkenal
adalah teori tentang piramida hukum atau Stufenbautheorie. Gagasan

Hans Kelsen dengan Sufenbautheorie pada hakikatnya merupakan usaha

®! Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan
ke- 2, 2011, him 33.
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untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di

manapun, dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky

dengan theorie von stufenfbau der rechtsordnung yang menggariskan

dikategorikan sebagai Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan
Pokok Negara) meskipun kedudukannya berada di bawah UUD 1945.
Meskipun kedudukannya di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR tidak

dapat dikategorikan sebagai Formell Gesetz (Undang-Undang).



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

BAB il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

o
o

¢
o
i te
”
g’-
fe)

4 1‘1‘3‘?}‘!“

Indonesia, tidak disinggung hal-hal mengenai garis-garis besar tentang
kebijakan Hukum Nasional, tetapi Ketetapan ini menentukan antaralain
mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, yaitu pancasila
yang dirimuskan sebagar Sumber dari segala Sumber Hukum, dan

mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik

58
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Indonesia. Dalam Ketetapan MPRS tersebut diuraikannlebih lanjut

daam Lampiran | bahwa perwujudan sumber dari segala sumber

hukum Republik Indonesia adalah :%?

Undang-

e. Keputusan Presiden

f. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan
Menteri, Intruksi Menteri dan lainnya.

2. Sesual dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan diatas

penjelasan autentik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang

%2 Prgjudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakar ta: Rajawali, 2013, him. 3..
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Dasar Republik Indonesia adalah bentuk Peraturan Perundang-

undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi

semua peraturan-peraturan bawahan dalam negara.

3. Peraturan Pemerintah.
4. Keputusan Presiden.
5. Dan Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi

Menteri dan lain-lainnya.

% Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : PT. Refika
Aditama, 2011, him. 100.
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Berkaitan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ini
ada beberapa kritikan dari Maria Farida antaralain sebagai berikut;®

1. Undang-undang Dasar tidak tepat kalau dikatakan sebagai
peraturan perundang-undangan-oleh karena Undang-undang Dasar
1945 itu dapat terdiri atas dua kelompok norma hukum : (1)
Pembukaan Undang-undang »Dasar 1945 merupakan Saats
Fundamentalnorm atau norma Fundamental Negara. Norma
Fundamental Negara ini merupakan norma hukum tertinggi yang
bersifat pre supposed dan merupakan landasan dasar filosofis yang
mengandung kai dah-kaidah-kaidah dasar bagi pengaturaan negara
lebih lanjut. Sifat norma hukumnya masih secara garis besasr dan
merupakan norma hukum tunggal, dalam arti belum dilekati oleh
norma hukum, sekunder. (2) selanjutnya, Batang Tubuh Undang-
undang Dasar 1945 merupaka Staatgrundgezetz atau aturan dasar
Negara/aturan pokok Negara yang merupakan garis-garis besar
atau pokok kebijaksanaan Negara untuk menggariskan tata cara
membentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum.
Sifat dari norma hukumnya masih bersifat garis besar dan pokok
dan merupakan norma hukum tunggal, jadi belum dilekati oleh
norma hukum sekunder.

2. Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat merupakan

Saatsgrundgezetz atau Aturab Dasar / Aturan Pokokn Negara.

® Mexsasai Indra, Ibid.,
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Seperti halnya Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945,
Ketetapan MPR ini juga berisi Garis-garis Besar atau pokok-pokok

kebijaksanaa negara, sifat norma hukumnya masih secara garis

3l dan tidak dilekati

)

Permusyawaratan Rakyat /Sementara mempunyai sifat atau ciri sebagai
peraturan perundangan: a) umum; b) berisikan peraturan; dan c) tidak
individual/konkret. Dari segi substansi, terdapat Ketetapan Magelis
Permusyawaratan Rakyat yang bersifat konkret/individual yang

menimbulkan akibat hukum secara khusus atau bersifat konstitutif.
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Di samping terdapat K etetapan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat
yang bersifat pengaturan dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai
sebuah peraturan perundangan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang bersifat konkret/individua yang konstitutif, terdapat juga
ragam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lain yang tidak
termasuk dalam kedua macan tersehut:°”

Ragam itu adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang substansinya merupakan sebuah pernyataan keinginan atau
pernyataan kehendak, komitmen, atau deklarasi, atau perintah dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat kepada lembaga pembuat undang-undang.
Adanya keberagamen sifat dari substans Ketetapan Magjelis
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari
ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang:Dasar 1945 sebel um perubahan
yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaraian Rakyat adalah
pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan statusnya yang
demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk membuat
berbagai macam putusan_apapun .dan ketetapan yang bersifat apapun
yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat /Sementara. Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 memberi arti
bahwa: Mgjeis iaah penyelenggara negara yang tertinggi. Mgelis ini

dianggap sebagal penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan

% pada Bab Il Huruf A Ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966, diatur mengenai Tata
Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
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negara® Selanjutnya penjelasan Pasa 3 menyebutkan: oleh karena
Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara maka
kekuasaannya tidak terbatas.®’

Dalam prakteknya, sebutan-bagi Lembaga Tertinggi Negara
dengan kekuasaan tidak terbatas digunakan sebagal aat antara lain
memperbesarkekuasaan-presiden di luar, ketentuan Undang-undang Dasar
1945, seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memberi
kekuasaan tidak terbatas kepada presiden demi pembangunan.®®

Disamping itu, kekuasan tidak terbatas telah dipergunakan untuk
membuat berbagal ketetapan di luar wewenang Majelis Permusyawaratan
Rakyat diluar materi muatan dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-
undang Dasar 1945. Hal yang sama terjadi pada masa orde lama, seperti
pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden” seumur hidup.®®
Praktek ketatanegaraan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-
undang Dasar 1945 dan semuanya dianggap bersumber dari
penyal ahgunaan ati Maelis Permusyawaraian Rakyat sebagal
penyelenggara negara tertinggi. yang.memegang kedaulatan negara yang
disertai kekuasaan tidak terbatas.

Penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam

urutan kedua dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan menurut

% penjelasan Pasal 1.

%7 penjelasan Pasal 3: oleh karena M PR memegang kedaulatan negara, maka kekuasannya
tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan
segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa dan
hendaknya dipakai untuk dikemudian hari

% Tap MPR No. V Tahun 1998.

% Tap MPRS No. 111/MPRS/1963.
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K etetapan MPRS Nomor X X/MPRS/1966 dan dengan mempertimbangkan
praktek bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai
berbaga macam sifat sebagaimana disebut di atas menyebabkan
K etetapan-Majelis Permusyawaratan. Rakyat memiliki kedudukan yang
sangat spesifik dalam sebuah undang-undang yang urutan letaknya berada
dibawah  Ketetapan ~Majdis Permusyawaratan Rakyat.® Maksud
disusunnya tata urutan peraturan perundangan adalah agar suatu bentuk
peraturan perundangan jelas letak urutannya dan dengan demikian pula
jelas sumber dan dasar hukum bagi sebuah peraturan perundang-
undangan tersebut, yaitu peraturan perundangan yang urutannya berada di
atasnya Dalam penyusunan undang- undang, sebagai peraturan
perundangan di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
fungsl Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menjadi sumber
hukum materiil dan sumber hukum formil. Sebagai sumber hukum materiil
dari sebuah undang-undang, sebuah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat perlu untuk dimasukkan ke dalam konsideran “menimbang”
sebuah undang-undang:™

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisikan
pernyataan keinginan, kehendak, perintah, komitmen, atau deklarasi dapat
dijadikan sumber materiil dari sebuah undang-undang. Sebagai sumber

hukum formal sebuah undang- undang, Ketetapan Maggélis

" Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UlI
PRESS, 2003, him 78.

™ Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan
Teknik Penyusunannya, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2008, him. 37.
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Permusyawaratan Rakyat dimasukkan dalam konsideran “mengingat”
dadam sebuah undang-undang. Ketetapan Magjelis Permusyawaratan
Rakyat yang berisi aturan yang bersifat umum yang oleh karenanya
termasuk .dalam peraturan_perundangan, atau sebuah keputusan konkret
yang bersifat konstitutif yang berkaitan dengan substansi undang- undang
yang dibuat, perlu dicantumkan dalam,konsideran “mengingat” undang-
undang yang bersangkutan.”®

Ketetapan yang berisi penafsiran dan elaborasi normatif itu
diperlukan untuk melengkapi haluan-haluan negara yang terdapat dalam
konstitusi tertulis yang belum lengkap itu. Dengan perkataan lain,
Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat /Sementara itu juga
mempunyal nilai konstitus atau sebagal bentuk penafsiran atau bahkan
merupakan perubahan Undang-undang Dasar dalam bentuk yang tidak
resmi menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945. Hanya
sga, karena prosedur pembahasan dan pengambilan dalam proses
pembentukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/S itu memang
berbeda dari penyusunan.atau perubahan Undang-undang Dasar menurut
ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945, maka kedudukan
keduanya dianggap tidak sedergjat. Undang-undang Dasar sebagai hukum

tertinggi tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.”

2 Widodo Ekatjahjana, Ibid.,
3 Sekretariat Jenderal MPR RI, MPR RI 2004-2009 Aktifitas dan Dinamika, Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009, him. 142.
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2. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Diundangkannya Ketetapan

M aj elis Permusyawar atan Rakyat Nomor |11 Tahun 2000 Tentang

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

b. Ketetapan Magdis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia;

¢. Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

e. Peraturan Pemerintah;
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f. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur; dan

g. Peraturan Daerah.

Seperti halnya materi muatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat./Sementara pada K etetapan-Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Nomor XX/MPRS/1960, materi muatan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat /Sementara. pada masa ini juga mash
sangat luas. Belum ada pembatasan terhadap materi muatan yang dapat
termuat  dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
/Sementara.”* Hingga sampai akhirnya, ~Majelis Permusyawaratan
Rakyat hasil Pemilu 1999 yang diselenggarakan dengan  cukup
demokratis, menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menghendaki
perubahan Undang-undang Dasar 1945 dengan melakukan satu
rangkaian perubahan konstitus  delam  empat tahapan yang
berkesinambungan, sgak Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 1999 sampai dengan Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002.. Perubahan Undang-undang
Dasar 1945 ini membawa implikas terhadap kedudukan, tugas, dan
wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berubahnya kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat juga berimplikasi kepada tugas dan
wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi mempunyai

wewenang dan tugas yang sama. Perubahan tugas dan wewenang

™ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD (MD3).
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ini, Khususnya yang berkenaan dengan hilangnya tugas dan wewenang
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-Garis Besar
dari pada Hauan Negara, selanjutnya berimplikasi pada materi dan
status hukum Ketetapan M ajelis Permusyawaratan Rakyat/S yang telah
dihasilkan sejak tahun 1960 sampai tahun 2002. Oleh sebab itu, dalam
Pasa | Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945, Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditugas untuk melakukan peninjauan
kembali terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat/S untuk diambil putusan pada Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.”

Setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan secara
lengkap, yaitu dengan adanya perubahan keempat tahun 2002, Majelis
Permusyawaratan-Rakyat pada Tahun 2003 menetapkan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Tahunan Maelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003, Majelis Permusyawaratan
Rakyat menetapkan Ketetapan Majelis. Permusyawaratan Rakyat
Nomor I/MPR/2003 . tentang . Peninjauan terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Magjelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1960
sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan tersebut terbit disebabkan
adanya perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan oleh

adanya perubahan sampai dengan 1V Undang-undang Dasar 1945.

" Despan Heryansyah, Reformasi Ulang Kedudukan dan Gagasan Pengujian Tap MPR,
Y ogyakarta: FH Ull Press, 2015, him. 158-159.
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dari Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 adalah sebagai
aturan perdihan. Dasar hukum pembentukan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia-Nomor 1/MPR/2003
yang utama adalah Pasal | Aturan Tambahan dan Pasa | dan Pasa ||
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dalam Sidang Tahunan Maelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan
Agustus 2002.”®

Tujuan pembentukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 1960 sampal dengan Tahun 2002 adal ah meninjau dan
menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status
hukum ‘setigp = Ketetapan Majelis.. Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
masih ada saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan (eksistens)
dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut untuk saat ini
dan masa yang akan datang. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk

menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi dengan

" satjipto Rahardjo, Loc. Cit.
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berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
selesainya selurun  perubahan yang dilakukan oleh Maélis
Permusyawaratan Rakyat. _Perubahan" kewenangan Mgjelis
Permusyawaratan Rakyat dalam hal pembentukan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang herlaku ke luar membawa pula akibat
perubahan pada kedudukan dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia.”’

Dalan masa transis berlakunya Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa
berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (setedlah perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian”
terhadap segala perubahan yang terjadi, dalam Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 2008, sebagaimana tugas yang
diamanatkan oleh Pasal.l' Aturan Tambahan, Pasal | dan Pasal 11 Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 maka Magelis Permusyawaratan Rakyat membentuk sebuah
ketetapan yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/2003 yang beris peninjauan terhadap materi

dan status hukum Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan

" Mexsasai Indra, Op. Cit, him. 105.
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Rakyat Sementara dan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun
1960 sampai dengan tahun 2002. Perubahan Keempat  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mulal berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu
tanggal 10 Agustus 2002 Namun, pada saat itu masih terdapat sejumlah
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan K etetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang secara hukum masih berlaku. ®

Ketetapan Magelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang secara hukum masih
berlaku tersebut, kadang-kadang secara nyata tetap menjadi pedoman
bagi masyarakat atau pun bagi pegabat daam membentuk berbagai
peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahan negara. Selain itu, terdapat juga Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih diinginkan oleh masyarakat luas
untuk dipertahankan eksistensinya. Karena selama masa tahun 1960
sampai dengan tahun 2002 masih terdapat sebanyak 139 Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang secara hukum masih berlaku. Majelis
Permusyawaratan Rakyat melalui Panitia Ad Hoc Il melakukan

berbagai pengkgjian dan analisis terhadap seluruh Ketetapan Majelis

"8 Maria Farida Indrati, Op. Cit, him. 74-75.
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Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut. Kgian dan anaisis tersebut
kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.Rl Nomor I/MPR/2003 yang menempatkan seluruh Ketetapan
MPRS dan Ketetapan M gjelis Permusyawaratan Rakyat tersebut sesual
dengan materi dan status huktmnya:”>

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dilekukan dengan pengkajian dan analisis tentang materi atau substans
yang dirumuskan dalam setiap Ketetapan M PRS dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang dibentuk antara tahun 1960 sampai
dengan tahun 2002, kemudian memisahkannya dalam kelompok-
kelompok yang mempunya kesamaan materi. Sementara itu,
peninjauan terhadap status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dilakukan dengan melakukan pengkajian dan andisis terhadap
substans yang" terdapat. dalam  setigp Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut, kemudian menentukannya dalam

kelompok- kelompok yang mempunyai kesamaan status hukum untuk

™ Agus Trianta, Urgens Penegasan Pemilihan Materi Muatan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan Undang-Undang, Jogjakarta: FH Ull Press, 2015, him. 134.
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mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma yang terkandung di

dalamnya. %

Ditinjau dari sudut materi atau substans norma hukum yang

keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang dimiliki ketetapan tersebut.
Daam suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak jarang pasal-

pasalnya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat

8 Wijayanti, Srategi Penulisan Hukum, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011, him. 78.
8 Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2010,
him. 88.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

75

pengaturan (regeling) dan norma hukum yang bersifat penetapan

(beschiking). Dengan demikian pengelompokan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Maelis

d. Mash berlaku sampa dengan ditetapkannya Peraturan Tata
Tertib yang baru oleh Magelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat tersebut, seluruh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

76.

8 C.S.T Kansil, Kedudukan dan Ketetapan MPR, Jakarta. Pradnya Paramita. 1980, him.
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Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasa (kategori) sesuai

dengan materi dan status hukumnya. Substans Ketetapan Majelis

Undang-Undang (11 K etetapan);
e. Kategori V: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
SementaralK etetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

dinyatakan masih  berlaku sampa dengan ditetapkannya

8 Sri Hastuti Puspitasari, Kedaulatan Rakyat MPR dan Ketetapan MPR, Jogjakarta: FH
Ul Press, 2015, him. 21.
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Peraturan Tata Tertib Baru oleh Maelis Permusyawaratan
Rakyat Hasil Pemilu 2004 (5 K etetapan); dan
f. Kategori VI: Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rakyat
SementaralKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,
bak karena.bersifa fina (einmalig), telah dicabut, maupun
telah” selesal dilaksanakan (104 Ketetapan).®
Dengan begitu, status hukum dari keseluruhan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat selama kurun waktu tahun 1960 sampai
dengan tahun 2002 menjadi jelas dan sampai dengan tahun 2012 berarti
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat /Sementara yang masih
berlaku ada tujuh, vaitu saiu Ketetapan Maelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan enam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.® Berdasarkan hasil peninjauan. - Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat /Sementara tersebut diatas dan wewenang
yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah adanya
Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan
Rakyat tidak lagi berwenang menerbitkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang bersifat mengatur (regeling) oleh

sebab itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat

8 Saifudin, Dessy Ariani, Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan MPR RI dalam
Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia, Y ogyakarta: FH UlI, 2015, him.105.

8 Tutik Triwulan Titik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka
Publisher, 2006, him. 99.
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lagi dijadikan sebaga sumber hukum dan harus dikeluarkan dari
hierarki peraturan perundang- undangan.

3. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Diundangkannya Undang-
Undang Nemor 10-TLahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan.

Setelah terbitnya | Ketetapan: Maelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960- 2002, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di simpang jalan.®® Di satu
pihak Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat /Sementara yang
masih  berlaku ada tujuh. Ketujuh Ketetapan tersebut adalah
Ketetgpan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik
Indonesia Nomor, XXV/MPRS/1966+ tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagal Organisasi Terlarang di
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis
Indonesia ‘'dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan “Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersh dan Bebas KKN; Ketetapan Majelis

8 Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, Op. Cit, him. 54.
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Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika
Kehidupan Berbangsa; Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor VII/MPR/2001 tentang Vis Indonesia Masa Depan; Ketetapan
Majelis« Permusyawaratan Rakyat-«Nomor VHI/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;
dan Ketetapan Mg elis Pamusyawaraian Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1X/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam
K etetapan tersebut.®’

Ketujuh Ketetapan yang masih berlaku itu masih memiliki daya
laku (validity) dan daya guna (efficacy), tetapi pada sisi yang lain
setelah keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi menempatkan
K etetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat dalam jenis dan hierarki
Peraturan - Perundang-Undangan.®® Memang benar pada Pasd 7
Undang-undang ini dinyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-
Undangan selain sebagaimana dimaksud Ayat (1) diakui keberadaannya
dan mempunya kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”, serta kemudian
juga dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Ayat (4) Jenis

Peraturan Perundang- Undangan selain dalam ketentuan ini, antara

8 Sri Hastuti Puspita Sari, Op. Cit, him. 19.

% Pimpinan MPR RI, Materi Sosialisas Putusan Magjelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekertaris Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, him. 12.
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lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Mgjelis Permusyawaratan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank
Indonesia, Menteri, kepal a badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yang dibentuk oleh undang- undang atau pemerintah aias perintah
undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/\Walikota,
KepalaDesa atau yang setingkat.

Berdasarkan hasil  peninjauan ketetapan-ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat /Sementara tersebut di atas dan wewenang
yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah adanya
perubahan Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan
Rakyat tidak lagi—~ berwenang menerbitkan ~Ketetapan Maelis
Permusyawaratan Rakyat yang bersifat mengatur. Oleh sebab itu,
Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi dijadikan
sebagal sumber hukum dan harus dikeluarkan dari hierarki peraturan
perundang-undangan. Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dan mengadopsikan  materi
Ketetapan Nomor [11/MPR/2000, bentuk-bentuk peraturan perundang-
undangan itu ditentukan atas jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

Undangan adalah sebagai berikut :*°

8 Agus Trianta, Op. Cit, him. 131.
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a.  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat /Sementara seharusnya
segeradibentuk peraturan perundang-undangan guna menampung
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih dinyatakan
berlaku hanya dijadikan sumber hukum materil. Sekarang, masalahnya

adadah apakah berbaga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
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/Sementara tersebut dapat dikatakan mempunyai status hukum yang
sedergat dengan undang- undang atau sedergiat dengan Undang-
undang Dasar? Hal ini penting untuk dipastikan karena Majelis
Permusyawaratan Rakyat menurut-Undang-undang Dasar 1945 pasca
perubahan keempat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai dan
membahas atau menjadikannya objek . pembahasan dalam persidangan
Majdlis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat
tidak lagi membicarakan putusan-putusan yang pernah di buat sendiri
dimasa lalu seperti ketetapan- ketetapan seperti tersebut di atas. Setelah
perubahan Undang-undang Dasar 1945, Maelis Permusyawaratan
Rakyat hanya dapat mengagendakan pembahasan mengenai salah satu
dari empat kewenangan MPR. ®Diluar keempat agenda yang terkait
kewenangan M ajelis Permusyawaratan:Rakyat, tidak dikenal adanya
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lain. Status hukum
Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat setelah Pemilu 2004
sangat erat kaitannya dengan materi muaian yang terkandung dalam
setigp Tap tersebut. Selain'itu status hukum ketetapan berhubungan
pula dengan sifat aturan hukum yang dirumuskan di dalamnya. Jika
dipandang dari segi bentuknya dan lembaga yang berwenang
menetapkannya, jelas bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat /Sementara sama sekali bukanlah Undang-undang. Ketujuh

Ketetapan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat /Sementara dapat dinilai

% Saldi Isra, Op. Cit, him. 7.
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lebih tinggi daripada Undang-undang dan karena itu setara dengan
Undang-undang Dasar, karena beberapa aasan. Pertama, secara
historis sampai dengan pelaksanaan Sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Tahun 2008;.. kedudukannya memang.pernah lebih tinggi
daripada kedudukan Undang-undang seperti yang ditentukan oleh
Ketetapan Majelis -Permusyawaratan Rakyat  Nomor 111/2000.”
Kedua, dari seg bentuknya, ketujuh Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat /Sementara itu jelas pula bukan berbentuk
Undang-undnag, sehingga tidak dapat disetarakan dengan Undang-
undang. Ketiga, dari segi lembaga pembentuk atau lembaga
negara yang menetapkannya, jelas pula bahwa Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat /Sementara tidak ditetapkan oleh pembentuk
Undang-undang, ~yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama
dengan Presiden, melainkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Nampak bahwa keberadaan ketuyjuh Ketetapan Maéelis
Permusyawaratan Rakyat ‘(Sementara setelah perubahan Undang-
undang Dasar 1945 dan keluar Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 masih menimbulkan persoalan, status hukumnya tidak jelas
karena ketetapan tersebut dalam kenyataannya masih ada dan
dinyatakan masih berlaku, tetapi tidak lagi sebagai sumber hukum

formal. Untuk itu, perlu upaya untuk mengatas ketidakjelasan status

8 Ali Rido, Kajian Kritis Kedudukan Ketetapan MPR dan Gagasan Arah Materi
Muatannya Dimasa Mendatang, Y ogyakarta: FH Ull Press, 2015, him. 215-217.
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dari ketujuh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat /Sementara
tersebut.

4. Kedudukan Ketetapan MPR setelah Diundangkannya Undang-
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terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan
kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti dengan
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diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan.*

Pentingnya sebuah hierarki perundang-undangan di Indonesia
ini diakibatkan dari-adanya asas Lex Superiori derogate Lex Inferiori
dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang
lebih rendah. Jadi, .tanpa’ adanya -hierarki perundang-undangan asas
tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dengan adanya hierarki
perundang-undangan maka dapat dipastikan adanya kepastian dalam
tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu dapat
diketahui maksud dari adanya hierarki perundang-undangan itu adalah
memastikan ruang lingkup, materi, muatan, arah, dan jangkauan, jadi
setiap jenis perundang-undangan itu lebih jelas, dan pasti.

Pemberlakuan Undang-undang sNomer 12+ Tahun 2011 yang
memasukkan kembali Ketetapan MPR kedalam hierarki peraturan
perundang-undangan tidak memberikan kemungkinan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk dapat membentuk Ketetapan MPR
yang baru, melainkan. hanya mempertegas pemberlakuan Ketetapan
MPR yang lama sebagai wujud pemberian legalitas kepada K etetapan
MPR yang masih berlaku. Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 Ketetapan MPR dapat dikatakan sebabagi salah satu sumber
hukum. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

Ketetapan MPR tidak dimasukkan dalam tata urutan perundang-

% Konsideran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

undangan.
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undangan, bukan berarti keberadaan K etetapan MPR tidak diakui, akan
tetapi norma yang diatur dalam setigp Ketetapan MPR sgjak Tahun
1966 hingga Tahun 2002 tetap diakui sebagai produk hukum yang
berlaku«sepanjang tidak digantikan-dengan Undang-undang Formal
yang ditetapkan setelahnya. Dimasukkannya kembali Ketetapan MPR
dalam tata urutan .peraturan ‘perundang-undangan dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan merupakan bentuk penegasan bahwa produk
hukum yang dibuat berdasarkan Ketetapan MPR, masih diakui dan
berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *®
Daam Konsideran Menimbang Huruf (c) Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga menegaskan “bahwa dalam
Undang-undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenal aturan
pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu
diganti.” Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali menjadi bagian
dari peraturan perundang-undangan, dan sekaligus ditempatkan pada
posisinya semula yaitu setingkat di bawah Undang-undang Dasar 1945
dan setingkat lebih tinggi daripada undangundang.®* Untuk lebih jelas

lagi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 butir (1) Undang- Undang

% Maria Farida, Op. Cit., him. 90.
% King Faisal Sulaiman, Purifikasi Status Hukum Tap MPR Pasca Amandemen UUD
1945, Jogjakarta: FH Ull Press, 2015, him. 198.
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Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan terdiri atas :*°

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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jika dilihat dari segi fungsinya, Ketetapan Magelis Permusyawaratan
Rakyat mempunyai fungsi mengatur lebih lanjut halhal yang belum

diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hal-hal pokok

80

% Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him..
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sgja, dan juga perlu menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan dalam
Undang-undang Dasar 1945 yang | ebih terperinci. %

Dari andlisis di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hubungan
Ketetapan Maelis Permusyawaraian Rakyat dengan Undang-undang
Dasar 1945 sangatlan erat, yang dimana pembentukan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan. ‘Rakyat ,harus berlaku, bersumber dan
berdasarkan ~ Undang-undang Dasar 1945. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat berfungsi untuk mengatur dan menjabarkan
lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di dalam Undang-undang Dasar
1945, meskipun menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penempatan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya sebaga menjamin
status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih
berlaku, namun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
masih berlaku tersebut harus berlaku, bersumber dan berdasarkan serta
tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Ketidakjelasan. status “.darl ~ ketujuh Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat /Sementara tersebut kemudian dijawab
dengan dimunculkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Dengan berlakunya

undang-undang yang baru ini otomatis Undang-undang Nomor 10

% Muntoha, Politik Hukum Masuknya Ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Y ogyakarta: FH Ull, 2015,
him. 26-28.
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Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.®” Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam Undang-undang Nomor
10 Tahun 2004 dihapuskan dari hierarki perundang-undangan, dalam
Undang-<undang Nomor 12 Tahun+2011 dimunculkan kembali dan
berada di bawah Undang-undang Dasar 1945 seperti yang pernah
diatur dalam Ketetapan' Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
III/MPR/2000. Implikasinya sungguh sangat besar dan signifikan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali menjadi sumber
hukum formal dan materia. Ketetapan Maelis Permusyawaratan
Rakyat harus kembali menjadi rujukan atau saah satu rujukan
selain Undang-undang Dasar 1945 bukan hanya dalam pembentukan
perundang-undangan di negeri ini, melainkan juga dalam pembentukan
kebijakan-kebijakan publik lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah (Presiden) mutlak harus memperhatikan K etetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, bahkan merujuk
kepadanya dalam  pembentukan undang-undang dan peraturan
perundang-undangan dibawahnya..Demikian juga dengan pembentukan
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan
Daerah (Perda) mutlak harus mendasarkan secara formal dan material

kepada K etetapan M ajelis Permusyawaratan Rakyat .

9 Telly Sumbu, Merry Kalalo, Engelien R. Palendeng, Johny.Lumolos, Kamus umum
politik & Hukum, Jakarta: Media Prima Aksara, 2011, him. 385.

% Kunthi Dya Wardani, Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Y ogyakarta:
Ul Press, 2009, him. 53-54.
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Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan materi
muatan dari berbagai jenis peraturan tersebut, serta bagaimana
kedudukan dari peraturan-peraturan tersebut dan bagaimana
kedudukan dari peraturan-peraturan tersebut terhadap peraturan yang
telah ditetapkan penjenjangannyas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian akibat hukum setelah
diundangkannya ) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan maka Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat memberikan kepastin® hokum terhadap
larangan paham komunisme, marxisme, dan leninisme serta paham-
paham yang bertentanga dengan ideologi Negara yaitu Pancasila®
Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada prinsipnya
tidak ada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pasca di undangkannya
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, sehingga Ketetapan
Majelis Permusyaawaratan Rakyat ini benar-benar produk hokum yang
sama dengan sumber. hokum lainnya. Namun kenyataanya saat ini
berbeda, Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat tidak ada yang
baru lagi setelah lahirmya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yan
ada hanya Tata Tertib Hukum yang mengatur keanggotaan Majelis

Permusyawaratan Rakyat saja dan bersifat penetapan (Beschikking).'®

% Harry Setya Nugraha, Meninjau Ulang Kedudukan Tap MPR dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Y ogyakarta: FH
Ull, 2015, him. 249.

1% TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
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B. Implikas Hukum Ketetapan M ajelis Permusyawar atan Rakyat Pasca
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasca diterbitkannya Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan
TAP MPR kembali menjadiwacana (di skursus) hangat disemua kal angan,
khususnya diantara para ahli hukum tata negara dan perundang-undangan.
Implikasi hukum dimasukkannnya kembali TAP MPR dalam hierarki
perundang-undangan, jelas membawa konsekuensi-konsekuensi logis
dalam penataaan sistem hukum Indonesia, balk norma, kedudukan,
maupun ruang pengujian akibat pertentangan antara sesama produk
perundang-undangan lainnya. Keberadaan Undang-udang Nomor 12
Tahun #2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
mengakibatkan TAP MPR secara otomatis (ex-officio) menjadi rujukan
dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unudang, Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Silang pendapatpun muncul
diantara pengamat hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan.

Ada yang menyebutkan bahwa keberadaaan TAP MPR dalam
hierarki perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-udang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, telah memberikan ruang bagi MPR untuk kembali merumuskan
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kembali ketentuan yang mengikat publik. Padahal dalam Sidang Umum
MPR tahun 2003, telah diputuskan bahwa TAP MPR tidak lagi mengatur
keluar (mengikat publik), namun hanya berlaku bagi intern MPR. Dalam
siding umum MPR di-tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa, ketentuan
yang mengikat publik, harus diimplementasikan melalui produk Undang-
undang. Namun hal -inii| sudah: /dijavab pada bagian pembahasan
sebelumnya, bahwa MPR kini tidak memiliki lagi kewenangan untuk
menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur (regeling). Setidaknya
terdapat 2 (dua) alasan yang melatar belakanginya, Pertama, perubahan
UUD 1945 membawa konsekunsi kewenangan MPR yang tidak lagi dapat
membuat ketentuan yang mengatur, kecuali yang bersifat kedalam organ
MPR sendiri. Kedua, MPR merupakan |lembaga yang dapat dikatakan exist
ketika menjalankan /fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD.
Dan kewenangan untuk membentuk UU, tidak lagi tertuang dalam UUD
pasca amandemen. Mengapa TAP MPR kembali dimasukkan kedalam
hierarki perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
Haru dipahami bahwa TAP MPR masih diakui sebagai sumber hukum
dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
bagian Aturan Tambahan Pasal | yang menyatakan bahwa, “Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap

materi dan status hukum Ketetapan Magelis Permusyawaratan Rakyat
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Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil
putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”.
TAP MPR yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b
Undang-udang Nomor-12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, bisa djabarkan melalui penjelasan pasal tersebut
yang mengatakan bahwa; “Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasa 4
Ketetapan Mg elis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
M aj elis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampal dengan Tahun 2002,
tanggal 7 Agustus 2003”. Dalam TAP MPR Nomor. I/MPR/2003, telah
diputuskan yang mana sgja TAP MPR(S) dari total 139 ketetapan sejak
tahun 1966 hingga 2002, yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi.
Dalam TAP MPR Nomer I/MPR/2003 TAP MPR yang ada, diberikan
status hukum baru yang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) pasal, antara
lain:

Pasa 1 tentang Ketetapan MPR/MPRS yang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku (8 K etetapan)

Pasal 2 tentang Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan berlaku

dengan ketentuan (3 Ketetapan)



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

94

Pasal 3 tentang Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan

umum tahun 2004 (8 K etetapan)

o

."',‘ inal (enimalig),

MPR yang masih

4, dengan tota

1. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS.1966 Tentang Pembubaran
Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang
di seluruh Wilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
larangan  setigp  Kegiatan  untuk  Menyebarkan  atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-

Leninisme.
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2. Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi

Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

3. Ketetapan MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.

9. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran
Polri.

10. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan

Berbangsa.
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11. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa
Depan.
12. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah
K ebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
13. Ketetapan MPR No. 1X/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria
dan PengelolahanSumber Daya Alam.
Ketiga belas TAP MPR inilah yang dimaksud dalam penjelasan
Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan pengelompokan 11
TAP MPR yang sudah tidak berlaku akibat telah dibentukknya UU (Pasal
4 TAP.MPR Nomor I/MP R/2003) dan 3 TAP MPR yang masih berlaku
hingga saat ini (Pasal 2 TAP MPR Nomor I/MPR/2003). Adapun
Ketetapan MPR Neo_ V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di
Timor Timur, secara otomatis tidak berlaku lagi akibat norma yang diatur
didalamnya sudah terlaksana. Dengan demikian, sisa 2 TAP MPR yang
masih berlaku hingga saat ini akibat status hukumnya yang tidak dicabut
atau diganti melalurUuU.. Pertanyaan.kemudian muncul, apakah diluar 2
TAP MPR tersebut, TAP MPR dapat dinyatakan berlaku kembali dan
dijadikan sebaga sumber hukum formill? Secara logika hukum, hal
tersebut mustahil mengingat tidak mungkin keberlakukan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi justru dilegitimas atau dibuat

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dalam hal
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ini Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Akibat dimasukkannya TAP MPR dalam hierarki peraturan
perundang-undangan, maka muncul_persoalan dalam.hal pengujian norma
diantara peraturan perundang-undangan lainnya. Bagaimana jika TAP
MPR bertentangan dengan WUD Negara Republik Indonesia Tahun 19457
Dan bagaimana pula jika terdapat UU yang bertentangan dengan TAP
MPR? Jka merunut kepada sistem kekuasaan kehakiman Indonesia
dewasa. ini, uji materi dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. Akan
tetapi kewenangan Mahkamah Konsitusi sebatas uji materi UU terhadap
UUD. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tata cara pengujian TAP
MPR terhadap UUD atapun UU terhadap TAP MPR. Mahkamah
Konstitus tidak boleh serta merta melakukan pengujian terhadap TAP
MPR, kecuali Mahkamah Konstitusi melakukan upaya hokum progresif
seperti yang dilakukan selama ini. Akan tetapi, jika merunut kepada TAP
MPR Nomor I/MPR/2003 khususnya dalam ketentuan Pasal 4, maka
Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat melakukan pengujian terhadap
TAP MPR. Hal tersebut mengingat ketentuan Pasal 4 TAP MPR Nomor
I/IMPR/2003, secara tersirat telah menyamakan kedudukan TAP MPR
dengan produk Undang-undang yang diharuskan untuk dibuat
sebagal pengganti norma yang diatur dalam TAP MPR sebelumnya.
Kecuali TAP MPR yang disebutkan dalam Pasa 2 TAP MPR Nomor

I[/MPR/2003, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengujinya sebab
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ketentuan Pasal 2 tersebut tidak mensyaratkan perubahan atau pencabutan
melalui Undang-undang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan tidak menerima
beberapa_kali permohenan judicial..review ke Mahkamah Konstitusi
berdampak kepada keberadaan Ketetapan MPR di dalam hierarki
peraturan perundang-undangan: tidak ditemukan aturan atau mekanisme
pengujian TAP MPR yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum
serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian
terhadap Ketetapan MPR, inilah yang dinamakan tetraa incognita. Sistem
perundang-undangan merupakan subsistem hukum nasional yang
mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis dari penguasa yang
mengikat umum, yang secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum
nasional. Ahli hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi - Jimly Asshiddigie menganggap, Mahkamah berwenang
menguji Ketetapan MR berdasarkan Ketetapan Nomor [/MPR/2003'%
Pasal 4 yang menyatakan (11) Ketetapan MPR dan MPR sebagaimana
dimaksud di bawah ini tetap berlaku.sampa dengan dibentuknya Undang-
Undang. Hal inilah yang mendasari Mahkamah Konstutusi berwenang,
terbantahkan dengan putusan Mahkamah Konstitus tersebut. Menurut
Hans Kelsen jika norma menetapkan bahwa perilaku tertentu “seharusnya”

dilakukan, dalam arti “memerintahkan” perilaku itu, maka perilaku

101 K etetapan Nomor 1/MPR/2003.
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aktualnya boleh jadi sesuai atau tidak sesuai dengan norma tersebut.'®?

Sistem hukum akan memperoleh makna normatifnya hanya dari kaidah-
kaidah lain yang lebih tinggi. Tata hukum merupakan suatu
hirarki kaidah-kaidah «(grundnor m)..Grundnorm theory atau stufenbau
theory, yaitu dalil yang menganggap bahwa semua hukum itu bersumber
pada satu induk. Dalam, pengertian /ini,,setiap norma hukum “yang lebih
tinggi” adalah “sumber” dari norma hukum “yarg lebih rendah”.**
Demikian pula Scheltema menjelaskan, bahwa asas kepastian
hukum dalam negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian
hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan
kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas
dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak terkuat yang berlaku.'®
Merujuk pada Pasal /22 A Undang Undang Dasar 1945, mengamanatkan
untuk membentuk undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-
undang. Dengan pendekatan normatif tersebut maka mutatis mutandis
kedudukan Ketetapan MPR di bawah UUD 1945 terderogasi dengan
norma organik sebagaimana Pasal.22 A Undang Undang Dasar 1945,
sehingga menjadi koherensi norma yang memungkinkan Ketetapan MPR

akan menjabarkan materi Undang Undang Dasar 1945. Merujuk Pasal 28 J

ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 bahwa konstitusi dapat membatasi

192 pytusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-X11/2014, Jakarta, Tanggal 24 Juli 2014,
him. 19-20. Diakses Pada Tanggal 10 November 2021, Pada Pukul 15.21 WIB.

1% Dian Agung Wicaksono,“Implikasi Re-eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, artikel
dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013, him.188-189.

104 B, Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera: Jurnal Hukum,
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2004, Edisi 3 Tahun 11, him. 124.
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Hak Asas Manusia hanya dengan undang-undang dan bukan dengan
produk hukum lain. Tetapi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (termasuk larangan paham
komunis) «jelas mengandung materi-muatan yang jelas melakukan
pembatasan Hak Asasi Manusia. Masalah lainnnya yaitu tidak ada
mekanisme pengujian. terhadap- Ketetapan MPR menyebabkan terjadinya
kekosongan hukum serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk
melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR, inilah yang dinamakan
tetraa incognita.

Selain itu keberadaan Ketetapan MPR telah menjadikan tidak
adanya kepastian hukum dan menciderai keadilan dan hak konstitusional
warga negara sebagaimana amanat Pasal 28 D Undang Undang Dasar
1945, dengan begitu, tanpa disadari telah menciderai konsepsi negara
hukum dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa hierarki peraturan adalah
murni bentuk: pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Namun yang
dipermasalahkan adalah bukan masalah salah atau benar penempatan
Ketetapan MPR tersebut, namun yang menjadi permasalahannya adalah
implikasi yang ditimbulkan dari Ketetapan MPR tersebut, jika berpotensi
bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Di sisi yang lain, DPR dan
pemerintah tidak mengatur pengujian Ketetapan MPR tersebut. Di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasa 9 ayat (1) bila suatu

Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar maka yang
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berwengan mengujinya adalah Mahkamah Kongtitusi dan ayat (2) Jika
Peraturan-Peraturan di bawah undang-undang bertentangan yang dapat
mengujinya adalah Mahkamah Agung.!®® Ketentuan konstitusional
tersebut berarti bahwa. sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan
Undang Undang Dasar 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan
rakyat dan prinsip negara-hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagal negara hukum
maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional
dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan
kewgjiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditempatkannya kembali Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
sebagal salah satu jenis perundang-undangan dalam-hierarki perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan
dari perintah Pasa 22 A Undang. Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut
dengan undang-undang”. Namun, ruang lingkup materi muatan undang-
undang ini diperluas tidak sgja undang-undang tetapi mencakup pula

peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang Undang Dasar

% Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis
Pemusyawaratan Rakyat. Harus diakui banyak mutiara pemikiran para
negarawan kita pada masing-masing zamannya terdapat dalam Ketetapan
MPR dan MPRS tersebut, yang tidak sepantasnya dibuang begitu sagja dari
aspek hukum tata negara juga tidak layak diturunkan menjadi
undang-undang karena.sebagian besar kaidah yang ada didalam Tap MPR
berisi materi muatan Konstitusi atau UUD 1945."%

Penempatan K etetapan MPRS/MPR setingkat di bawah UUD 1945
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi
bahwa Ketetapan MPR harus selaras dengan UUD 1945. Daam arti
Ketetapan MPR tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD NRI
1945, apabilah bertentangan maka Ketetapan MPRS dan M PR kehilangan
keabsahannya. Dalam hal muatan materi "M PRS dan MPR bertentangan
dengan UUD NRI 1945, tentunya dapat ketetapan tersebut dapat di uji
terhadap UUD 1945 (uji konstitusional). Sebaliknya, K etetapan MPRS dan
MPR menjadi sumber dasar bagi pembentukan peraturan perundang-
undangan yang ada dibawahnya." Untuk menjaga kesatuan sistem tata
hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah satu kaidah
hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah
suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah

hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.’”’

1% Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Persfektif Konstitusional, Penerbit Total
Media, Y ogyakarta, 2009, him. 241.

07 Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan
Penyempurnaan, Penerbit FH Ull Press, Y ogyakarta, 2014, him. 25.
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Kedudukan Tap MPRS dan MPR dengan konsekuensi yuridisnya
tersebut, justru menjadi masalah karena ketidakjelasan dan inkonsistensi
pengaturan dalam UU No. 12 Tahun 2011 itu sendiri. tidak adanya

MPR dan ha ini
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meninjau status hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS yang
dinyatakan masih berlaku. Dan Kedudukan Ketetapan MPR
berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dikeluarkan dari
hierarki perundang-undangan Indonesia  akibat dari tugas dan

kewenangan Magjelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berwenang

104
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mengel uarkan K etetapan yang bersifat mengatur (regeling) akan tetapi
hanya bersifat penetapan (beschikking). Berdasarkan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011, Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rakyat
dimasukkan kembali.menjadi Peraturan Perundangan yang secara
hierarki berada di bawah Undang-undang Dasar 1945. Dan
memberikan kepastian hukum-uniuk . mengakomodir Ketetapan MPR
dan Ketetapan MPRS yang dinyatakan masih berlaku. Ketetapan MPR
tidak ada yang baru lagi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 yang ada hanya Tata Tertib Hukum yang mengatur
keanggotaan Maelis Permusyawaratan Rakyat dan bersfit penetapan
(beschikking).
Implikasi yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitus yang
mengadili dan tidak menerima permohonan judicia review adalah:
berdampak kepada keberadaan Ketetapan MPR di dalam hierarki
peraturan perundang-undangan tidak ditemukan aturan atau mekanisme
pengujian TAP MPR yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum
serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian
terhadap Ketetapan MPR, inilah yang dinamakan tetraa incognita.
Selain itu keberadaan Ketetapan MPR telah menjadikan tidak adanya
kepastian hukum dan menciderai keadilan dan hak konstitusional warga
negara sebagaimana amanat Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945,
dengan begitu tanpa disadari telah menciderai konsepsi negara hukum

dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
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. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan analisa terhadap

penelitian mengenal Kedudukan Ketetapan Magelis Permusyawaratan

Q@‘

kehakiman dala

terhadap Undang-undang Dasar, namun dalam hal ini memberikan
pengaturan yg jelas dalam Undang-undang Kekuasaan kehakiman
tentang hak Mahkamah Konstitus dalam menguji Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat.
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